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LAMPIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SANGGAU

Unit g
No Jenis Informasi Ringkasan Isi Informasi Pengelola/Penanggung Media " Jangka Waktu
Penyampaian Pengumuman
Jawab
Informasi kejadian bencana alam
Bencana Alam yang |yang mengakibatkan terganggunya Website, media Sejak diketahui
1{Berdampak pada proses pembelajaran, kerusakan Sekretariat/Bidang Terkait  [sosial. surat edaran, [sampai kondisi
Satuan Pendidikan  |sarana prasarana sekolah, atau media massa dinyatakan aman
membahayakan warga sekolah
Informasi kebakaran yang
5 Kebakaran pada mengakibatkan kerusakan bangunan Bidang Terkait Website, media Secepatnya setelah
Satuan Pendidikan  |sekolah atau mengancam & sosial, surat edaran |kejadian
keselamatan warga sekolah
Wabah Penyakit Informasi kejadian luar biasa,
Menular di wabah, atau penyakit menular yang | . : Website, media Selama masa
3. ; . Bidang Terkait ;
Lingkungan Satuan |berpotensi mengganggu kegiatan sosial, surat edaran |penanganan
Pendidikan belajar mengajar
Keracunan Massal di |Informasi kejadian keracunan yang Website, media ——
4|Lingkungan melibatkan peserta didik, pendidik, |Bidang Terkait sosial, konferensi kei p Y
- - ejadian
Pendidikan atau tenaga kependidikan pers
Kejadian yang Informasi mengenai kecelakaan,
5 Mengancam kekerasan, atau peristiwa lain yang Bidane Terkait Website, media Sampai kondisi
Keselamatan Peserta |berdampak luas terhadap & sosial, surat edaran |terkendali
Didik keselamatan peserta didik
Informasi penghentian sementara
Pengtupan Semoniarn pembelajaran akibat bencana, . . Website, media Selama kebijakan
6|Kegiatan Bidang Terkait . berlak
Pombaliiii wabah, gangguan keamanan, atau sosial, surat edaran |berlaku
4 keadaan darurat lainnya
Gangguan Keamanan S
yang Berdampak Inftieingil kejadian yaing , 2 Website, media Selama keadaan
7 mengancam keamanan warga Bidang Terkait sid
pada Layanan S S 3 sosial, surat edaran |berlangsung
Pendidikan PESTRES
Informasi kerusakan gedung
Kerusakan Berat sckolah.. I.aborator{U{n, perpustakaan . - Website, media Sampei penanganan
8|Sarana dan Prasarana |atau fasilitas pendidikan yang Bidang Terkait sosial it
Pendidikan berdampak pada layanan
pendidikan
. Informasi gangguan sistem yang Website, media i
; : S 1 1
9 i((;gagalfl'nP81s;z?$k berdampak pada pelayanan publik, |Bidang Terkait sosial, k:In]:S:II is:s em norma
e s pendataan, atau pelaksanaan SPMB pengumuman resmi
Informasi kebijakan yang harus
i Ee’;t.’:kha" Mendesak | o era diketahui masyarakat karena |Kepala Dinas/Bidang Website, media  |Selama kebijakan
P:m?i di::n berdampak langsung pada layanan |Terkait sosial, surat edaran |berlaku

pendidikan




Informasi perubahan jadwal, kuota,

Perubahan Jadwal  |jalur, atau ketentuan Seleksi Website, media
11]atau Mekanisme Penerimaan Murid Baru (SPMB)  |Bidang Dikdas sosial, Sampai proses selesai
SPMB yang berdampak langsung pada pengumuman resmi
masyarakat
KeadamnKahar = 1 osrnasi keadaan luse biasa yan
(Force Majeure) yang 8t yang Website, media Selama keadaan
12 menghambat pelaksanaan tugas dan . .
Mengganggu sosial, media massa | berlangsung

Pelayanan Publik

layanan Dinas

Gangguan Layanan

Informasi penghentian atau
keterbatasan pelayanan yang

Website, media

Sampai layanan

13|Publik yang - Sekretariat/PPID .
memengaruhi masyarakat secara sosial normal
Berdampak Luas PR
signifikan
Penyalahgunaan atau ; ; ; : ;
Website, 1
Kehilangan Dokumen Infm:mam vang perlu diketahui ?bSl e, media Sampei mesalah
14 publik untuk mencegah sosial, .
Megara yang nyalahgunaan dokumen tertentu pengumuman resmi bermcksatian
Berdampak Luas PRty

Informasi Darurat
yang Diperintahkan
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi
atau Pemerintah
Kabupaten

Informasi yang wajib segera
diumumkan kepada masyarakat
berdasarkan kebijakan pemerintah

Unit Kerja Terkait

Website, media
sosial, media massa

Sesuai ketentuan
yang berlaku
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